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PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
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KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan Tunjangan
Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, perlu
menyempurnakan ketentuan penerimaan TPP pada akhir
tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan
Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor
15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bondowoso;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19685,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2.Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembatan Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembatan Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembatan Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembatan Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Evaluasi Jabatan,;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13.Peraturan...
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Menetapkan :

3.

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi
Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor
2036); 4

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2007
Nomor 3 Seri A);

17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2011
tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 44);

18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017
tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 Tunjangan
Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 6 Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perbaikan
Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 50), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: .
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(1)

(3)

(4)

Pasal 6

TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dan
khusus untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan
berkenaan.

TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kehadiran
memperhitungkan:

a. keterlambatan masuk kerja;
b. pulang mendahului jam kerja;

pegawai, dengan

c. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan;

d. tidak masuk kerja dengan izin.

Pegawai yang terlambat masuk kerja setiap 1 (satu) jam

dikenakan pinalti/pengurangan TPP sesuai nilai rupiah

per jam dan kelas jabatan.

Pegawai yang pulang kerja mendahului jam pulang kerja

dikenakan pinalti/pengurangan TPP sesuai nilai rupiah

per jam dan kelas jabatan.

Pegawai yang tidak hadir kerja karena sakit atau

menjalankan cuti sakit tetap berhak mendapatkan TPP

sebesar 50% (lima puluh per seratus) per hari kerja efektif

dengan ketentuan:

a. pegawai dengan 2 (dua)
melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala PD;

b. pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai
dengan 14 (empat belas) hari kerja efektif, melampirkan

yang sakit sampai hari

surat pemberitahuan kepada Kepala PD dan surat
keterangan sakit dari dokter;

c. pegawai yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja
sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif,
melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala PD
dan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.

Pegawai yang melaksanakan tugas dinas luar daerah/luar

negeri, pendidikan dan pelatihan, dan/atau melaksanakan

tugas kedinasan lainnya berdasarkan Surat Perintah

Tugas atasan langsungnya, tetap dihitung sebagai hari

masuk kerja.

Dalam hal libur nasional atau cuti bersama berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

diperhitungkan sebagai masuk kerja dengan jumlah
kehadiran sesuai jam kerja pada hari yang bersangkutan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada  tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowgso
pada tanggal 30 Nepbmpe

U={e) 7
BUPATI BONDOWOSO, %/7

d AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso

%/ HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 67
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